BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN MURTAHIN DI

DESA KARANGANKIDUL KECAMATAN BENJENG KABUPATEN
GRESIK
Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana tindakan
murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dari
data yang didapat, maka tindakan mutahin secara garis besar dapat dianalisis dari
beberapa segi, yaitu:
A. Akad Gadai
Gadai pada dasarnya adalah menjamin hutang dengan barang yang
memungkinkan hutang bisa dibayar dengannya, atau dari hasil
penjualannya.Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, a/-rahn adalah menahan
salah satu harta milik peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan
tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rain adalah semacam
jaminan hutang atau gadai.'
Dalam Islam a/-rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi
umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Sebagaimana terdapat dalam firman

Allah SWT surat a/-Maidah ayat 2:
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! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gemainsani, 2001),
128.
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya”.? (QS. A/-Maidah : 2)

Dari landasan al-Quran di atas telah menjelaskan bahwa gadai pada
hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap
saling tolong-menolog dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Gadai dalam
Islam merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, untuk
saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama.
Salah satu bentuk kerjasama yang umum di masyarakat adalah akad gadai
yang bisa dijadikan untuk membantu sesama manusia.

Pada bab tiga sudah dijelaskan dalam pegadaian di Desa Karangankidul
rahin dan murtahin telah melakukan akad gadai dengan cara yang sangat
sederhana yaitu, hanya dilakukan secara lisan antara kedua pihak ketika
menggadaikan barangnya. Dengan menyerahkan sebuah barang sebagai
jaminan pelunasan hutang atas sejumlah uang yang diterimanya dan
menyepakati batas waktunya, maka sudah terjadilah akad gadai meskipun
tanpa adanya bukti tertulis ataupun saksi.

Sebelum murtahin memberikan uvang pinjaman kepada rahin, murtahin
biasanya memperkirakan terlebih dahulu nilai jual dari barang yang

digadaikan, kemudian memberikan pinjaman yang menurutnya tidak melebihi

dari nilai jual barang yang digadaikan oleh raAin. Hal ini dilakukan agar

* Departemen Agama R, a/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), 157.
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diperoleh kesepakatan antara murtahin dan rahin mengenai uang yang akan
dipinjamkan dan batas waktu pengembalian pinjaman.

Namun setelah transaksi berlangsung ternyata rahin tidak bisa
membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini tidak
sesuai dengan perjanjian awal, karena rahin tidak menepati perjanjian gadai
yang ada dalam kesepakatan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. a/-Maidah
ayat 1:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.’ (QS. al-
Maidah :1).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian,
harus menjalani kewajiban yang telah ditentukan bersama atau kedua belah
pihak yaitu menjalankan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pada hakikatnya akad dapat dikatakan sah apabila ada jjab dan gabul.
Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad gadai (rahn).
Sedangkan gabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang
berakad pula (musta Jjir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu
setelah adanya 7jab. [jab dan gabul disyaratkan harus jelas maksudnya dan
isinya.

Harus jelas artinya bahwa ungkapan baik lisan, tulisan, isyarat maupun

lainnya yang dinyatakan untuk menyatakan Jjjab dalam setiap akad

*Departemen Agama RI, Al-qur’an dan..., 106.
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menunjukkan secara jelas jenis akad yang dikehendaki, karena akad itu satu

sama lain berbeda baik tujuannya maupun akibat hukum yang timbul. Oleh

karena itu, akad mana yang dimaksud dan akibat hukum apa yang hendak
diciptakan harus jelas.* Menurut jumhur Ulama rukun gadai ada empat,
yaitu:5

1. Pihak yang mengadakan akad (agid), Syarat yang terkait dengan agid
(orang yang berakad) adalah ahli fasharruf; yaitu mampu membelanjakan
harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan
dengan gadai.’

2. Sighat (ijab dan gabul) yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan
akad berupa 7jab dan gabul. [jab adalah permulaan penjelasan yang keluar
dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad gadai. Sedangkan gabu/ adalah suatu pernyataan yang
diucapkan dari pihak yang berakad pula (mustajjir) untuk penerimaan
kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya 7jab.’

3. Barang yang digadaikan (marhun), menurut ulama Syafi’iyah, gadai bisa
sah jika dipenuhi tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang

tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan pemilikan penggadai atas barang

4Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 104.
*Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 107.

® Ibid, 108.

7 1bid,116-117.
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yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa
dijual manakala tiba masa pelunasan hutang gadai.®

4. Hutang (marhun bih). Syarat hutang (marhun bih) menurut ulama
Hanafiyah adalah:’ (a) hutang itu hendaklah barang yang wajib
diserahkan; (b) hutang itu memungkinkan dapat dibayarkan; (c) hutang
itu jelas dan tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa rukun merupakan sesuatu
yang mesti ada dalam sebuah transaksi. Rukun adanya dalam sebuah akad.
Layaknya sebuah transaksi gadai dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun
dan syaratnya. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak merasa sudah ada
rasa suka dan menyatakan kerelaan untuk melakukan akad gadai tanpa ada
unsur paksaan sedikitpun. Dengan kesepakatan itu, maka asas muamalah
dalam kerelaan (an taradin minkum) dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam al-Quran surat a/-Nisa’ayat 29:
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Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.(QS. a/-Nisa’: 29)"°

*Ismail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),
200.

°Rahmat Syafei, Figih Muamalah , ( Bandung : Pustaka Setia, 2001),163.

Departemen Agama R, Al-qur’an dan..., 83.



57

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi muamalah
harus berdasarkan dengan asas suka sama suka atau kerelaan (an taradin
minkum), karena dengan asas kerelaan inilah transaksi dapat tercapai dengan
baik, dengan tidak menimbulkan masalah maupun kerugian bagi yang
melakukan akad, dengan begitu akan menciptakan kemaslahatan antar pelaku
transaksi muamalah.

Jika dilihat dari pelaksanaan perjanjian akad gadai tersebut, rahin tidak
menepati perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam pelaksanaan
ijab dan gabul kedua belah pihak telah menyatakan kerelaan dengan penuh
tanggung jawab dalam melakukan akad. Selain itu, para pihak baikrahin dan
murtahin, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga
segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan analisis di atas, menurut hemat penulis akad gadai yang
dilakukan oleh rahin dan murtahin di Desa Karangankidul diperbolehkan

secara hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan rukun gadai.

. Tindakan Murtahin

Dalam masalah transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan
sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk
mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya,
karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (fabarru’) dan tidak
dibolehkan mengambil keuntungan dalam ‘tabarru’. Di samping itu,

pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang
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dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba nasi’ah dimana ada kesepakatan
untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan.
Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti
sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.''

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat a/-Maidah ayat 2, telah
diungkapkan dimana Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan
sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al- Quran dan hadits
memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari
kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya
harus sah berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Quran dan al-hadits serta
adanya kesepakatan kedua belah pihak."

Oleh karena itu, kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah
kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam
kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam
kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna
mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan
menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (rahn) yang
mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang

. . 13
jaminan.

" Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet. 1,
(Yogyakarta: 2006), 150.

'? Rahmat Safei, Figh Muamalah...,76.

Y Chuzaemah T. Yanggo, A. Hafidz Anshari, AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer III,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 78.
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Dalam gadai juga terdapat istilah murtahin yaitu merupakan orang yang
menerima barang gadai atau orang yang akan memberikan pinjaman kepada
orang yang menyerahkan barang jaminan. Sedangkan syarat yang terkait
dengan murtahin (orang yang menerima gadai) adalah ahli tasharuf, yaitu
mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan gadai.14 Setiap orang yang sah dan boleh
melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad
gadai.

Oleh karena itu, Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria
al-ahliyah. Menurut ulama syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah sah
untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus
baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang
bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rain.”” Dari data
yang diperoleh di lapangan, penulis menganalisis beberapa tindakan yang
dilakukan oleh murtahin, antara lain:

1. Tidak memberikan waktu Tenggang
Jatuh tempo menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah batas
waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan
sudah lewat waktunya.'® Biasanya istilah jatuh tempo digunakan dalam
hal sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan gadai. Adapun gadai sudah

merupakan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kehidupnya atau bila

“Hendi Suhendi, Figih Muamalah..., 107.

'> Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 162.

'® Wahmuji, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), 201.
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ada suatu keperluan yang mendesak. Jatuh tempo merupakan batas waktu
akhir, dimana hutang harus dilunasi sekaligus merupakan batas dimana
barang gadai dapat dikuasai atau diambil oleh rahin.

Gadai memiliki batas waktu pelaksanaan atau sering disebut dengan
jatuh tempo atau batas waktu pembayaran pinjaman. Dalam penetapan
jatuh tempo terdapat berbagai macam variasi, tergantung kesepakatan
yang dibuat oleh kedua pihak. Pada umumnya dalam jatuh tempo itu ada
kelongaran waktu pembayaran bila rahin tidak mampu membayar pada
waktu yang telah dilakukan, kelongaran waktu ini diberikan untuk
meringankan beban rahin dalam pembayaran hutang. Hal ini sesuai
dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat a/-Bagarah ayat : 280

o 2 L s Ay s 2. - £ T P - 2 .
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Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui”." (QS. al-Bagarah:280)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam norma serta etika
pembayaran hutang, hendaknya seorang murtahin memberikan
kelonggaran waktu kepada rahin dalam pembayaran hutang, sampai rahin
mampu membayar hutang kepada murtahin.

Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya

sesegara mungkin, karena hutang merupakan suatu kewajiban yang wajib

di bayar. Apalagi jika orang yang berhutang sudah mempunyai

Y Departemen Agama RI, A/-qur’an dan...,A8.
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kemampuan untuk membayar hutang, maka orang tersebut wajib
mendahulukan untuk membayar hutang dan seseorang yang berhutang
tidak boleh menunda-nunda untuk membayar hutang yang telah
ditentukan waktu pembayarannya, kecuali ada suatu halangan yang
menghalangi orang yang berhutang untuk membayar hutang.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut:
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah
menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin
Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu
Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah
kezhaliman". (H.R. al-Bukhari: 2225)"®

&/T

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita dilarang menunda
pembayaran hutang apabila kita sudah sanggup membayarnya. Karena
penundaan pembayaran hutang bagi yang sudah mampu membayarnya
merupakan sebuah kezhaliman. Oleh karena itu segerahlah membayar
hutang apabila benar-benar sudah mampu untuk membayar hutang.

Maka ada yang namanya syarat a/-marhun bih (hutang) diantaranya;

(a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor; (b) hutang

' Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomer 2225.
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itu bisa dilunasi dengan anggunan tersebut; (c) hutang itu jelas dan
tertentu.'’

Dari data yang diperoleh di lapangan, setelah adanya kesepakatan
melakukan akad gadai dan kesepakatan batas waktu pembayaran hutang.
Ternyata rahin tidak menepati kesepakan yang telah dibuat dengan tidak
melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktunya dikarenakan rahin
belum cukup memiliki uvang untuk melunasi hutangnya karena
kebutuhannya masih banyak yang belum terpenuhi. Sebelum jatuh tempo
murtahin sudah mengingatkan kepada rahin untuk segera melunasi
hutangnya, tapi tetap saja rahin belum bisa melunasinya.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah
diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang
berkewajiban untuk membayar hutangnya.”® Tapi bila rahin benar-benar
dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya seharusnya
murtahin memberikan kelonggaran waktu untuk rahin supaya bisa
membayar hutangnya. Hal tersebut harus dilakukan agar rahin tidak
merasa terbebani dengan hutangnya, sehingga rahin bisa mencari uang
untuk melunasi hutangnya.

Tindakan murtahin yang tidak memberikan kelonggaran waktu
bukan tanpa sebab, melainkan karena murtahin juga membutuhkan uang

karena memiliki kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan murtahin

“Abdul Aziz Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, (jakarta: PT Ichtiat Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2003), 1481.
**Hendi Suhendi, Figih Muamalah..., 143.
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untuk meminta rzhin agar hutangnya segera dilunasi.’' Maka sebagai
jalan penyelesaiannya adalah dengan menjual barang jaminan sebagai
pengganti pelunasan hutang agar kedua pihak tidak merasa dirugikan.
Dengan menjual barang jaminan maka, rahin sudah tidak mempunyai
hutang kepada murtahin.

Berdasarkan masalah di atas, penulis menganalisis bahwa tindakan
murtahin yang tidak memberikan waktu tenggang kepada rahin tidak
bertentangan dengan hukum Islam karena sudah ada barang jaminan yang
bisa dijual sebagai pelunasan hutang.

2. Tidak memberikan sisa hasil penjualan barang jaminan

Hukum Islam yang saat ini dipahami oleh umat Islam pada
umumnya diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab figih yang telah
berhasil merinci hukum Allah SWT. Secara operatif mengatur perbuatan
para mukallaf  dalam kategori wajib, haram, sunah, atau mubah.
Disamping itu ada pembagian formulasi hukum yang dapat berubah
karena 7//at dan lain sebagainya. Menurut aturan hukum Islam, aturan
gadai merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Dalam
persoalan gadai, dimana transaksi tersebut membutuhkan penyelesaian
dari sisi Hukum Islam (fikih).

Orang yang memberikan pinjaman boleh mengambil jaminan
(dengan status sebagai barang gadai) dari orang yang berhutang untuk

menjamin pembayaran hutangnya. Namun, pihak yang memberikan

*! Hidayat(Murtahin), Wawancara, Gresik 03 Juni 2015.
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pinjaman yang sekaligus memegang barang gadai tadi tidak berhak
memilikinya, jika pihak yang menggadaikan (peminjam) tidak mampu
membayar hutangnya. Sebab, status barang gadaian tersebut tetap
menjadi hak pemiliknya, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Nabi:
s Lo e 50 G0N 1 J6 g o Al Jo i 2iis T e
g lles 102 4 4585
Artinya: “Abu Hurairah r.a berkata bahwasannya Rasulullah Saw
bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik
yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung
jawabnyalah bila ada kerugian”.22 (HR. Syafi’i dan Daruqutni).

Maksud dari Pengertian: “tidak tertutup dari pemilik” dari hadits di
atas adalah, “ia tetap tidak sah menjadi milik pihak yang memberikan
pinjaman, jika pihak peminjam tidak mampu membayar hutangnya’.
Namun, barang gadai (pinjaman) tersebut boleh dijual dan hutangnya
boleh dibayar dengannya. Kemudian sisanya boleh dikembalikan kepada
pemiliknya

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum
membayar hutangnya, hak mutahin adalah menjual barang gadai
pembelinya, boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga
yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan barang gadai tersebut.
Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga
penjualan barang gadai lebih besar dari jumlah hutang, sisanya

dikembalikan kepada rahin. Begitupun sebaliknya, apabila harga

penjualan barang gadai kurang dari jumlah hutang, rahin masih

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik..., 129
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menanggung pembayaran kekurangannya.”

Biasanya dalam gadai penjualan barang jaminan ini merupakan jalan
terakhir untuk masalah tidak dibayarnya hutang rahin. Jalan ini diambil
agar kedua pihak tidak merasa dirugikan serta menguntungkan kedua
belah pihak, karena hutang rahin sudah lunas dengan penjualan barang
jaminan tersebut dan murtahin bisa mendapatkan uangnya kembali. Para
ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun (barang jaminan) sebagaimana
persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual
untuk memenuhi hak murtahin**

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun antara lain:*

[<S)

. Dapat diperjualbelikan.
b. Bermanfaat.
c. Jelas.
d. milik rahin.
e. bisa diserahkan.
f. tidak bersatu dengan harta lain.
g. dipegang (dikuasai) oleh rahin.
h. harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa penjualan barang gadai
hendaklah melalui hakim dan hakim berhak memaksa orang yang

berhutang untuk melunasi hutangnya atau memaksa menjual barang

*Hendi Suhendi, Figih Muamalah..., 110.
**Rahmat Safei, Figh Muamalah..., 164.
 Al-Kasani, Al-bada’i Ash-shana’i fi Tartib Asy-syara’i, juz IV , 135-140.
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jaminan.”® Proses penjualan di muka hakim bisa dilakukan oleh
masyarakat Desa Karangankidul selama  tidak menyalahi aturan
sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam masalah
ini setelah jatuh tempo pembayaran hutang, ternyata rahin belum bisa
melunasinya. Akhirnya murtahin menjual barang yang dijadikan jaminan,
dengan sepengetahuan atau dengan izin rahin. Tetapi rahin tidak
mengetahui hasil dari penjualan barang jaminan tersebut. Sedangkan
proses penjualan barang tersebut tidak melalui pelelangan, tetapi
penjualan barang gadai dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di
daerah tersebut atau atas kesepakatan kedua belah pihak (murtahin dan
rahin).

Pada saat barang jaminan terjual dengan harga Rp. 2.000.000 berarti
terdapat kelebihan dari hutang rahin yang hanya sebesar Rp. 1.500.000
seharusnya dengan adanya uang kelebihan dari hasil penjualan barang
jaminan itu diberikan kepada rahin. Tapi dalam praktiknya murtahin tidak
memberikan uang kelebihannya kepada rahin, melainkan mengambil
semua uang hasil penjualan barang jaminan tanpa sepengetahuan rahin.

Masalah ini terjadi lantaran rahin hanya bermodal kepercayaan
kepada murtahin tanpa meminta bukti atau saksi kalau mereka melakukan

perjanjian. Rahin yang hanya mengetahui bahwasannya orang yang

*® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, Cet. I, 1987), 144
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menggadaikan barang dan tidak mampu melunasi hutangnya, maka
barang jaminan tersebut langsung otomatis menjadi hak murtahin®’
Namun dalam akad gadai ini tidak terdapat perjanjian secara tertulis
antara murtahin dan rahin. Sehingga pelanggaran yang ada sulit untuk
diklaim oleh pihak yang merasa dirugikan. Allah berfirman dalam al-
Quran surat a/-Bagarah ayat 282:
F
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu
menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya”.?® (QS. al-Bagarah 282).

Sesuai ayat di atas, bahwa setiap melakukan akad gadai harus ada
perjanjian secara tertulis (hitam di atas putih), agar tidak menimbulkan
perselisihan diatara kedua belah pihak. Sehingga dalam melakukakan
perjanjian tersebut tidak dapat merugikan salah satu pihak. Jadi
seharusnya rahin meminta bukti tertulis dari hasil penjualan barang
jaminan agar rahin mengetahui hasil penjualan dari barang jaminan.

Secara garis besar bila diamati dari segi subyek, akad perjanjian

tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kedua belah

pihak sudah memenuhi persyaratan dari akad gadai dan sesuai dengan

27Ropi’i (Rahin), Wawancara, Gresik 03 Juni 2015.
“Departemen Agama RI, A/-qur’an dan ..., 48.
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hukum Islam. Diantaranya, kedua belah pihak telah baliq dan berakal,
rahin dan murtahin menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad gadai
tersebut. Selain itu para pihak, rahin maupun murtahin dalam pelaksanaan
akad gadai, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna
sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.”

Lain halnya jika dilihat dari tindakan murtahin yang tidak
memberikan sisa hasil penjualan barang jaminan, berdasarkan praktik
tindakan murtahin terdapat unsur merugikan salah satu pihak yaitu rahin,
yang disebabkan oleh tidak diberikannya sisa hasil penjualan barang
jaminan.

Bila rahin tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu
yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual barang jaminan dengan
tidak memberikan kelebihan harga barang jaminan kepada rafin, maka di
sini telah berlaku riba.*® karena kelebihan harga barang jaminan tersebut
milik rahin jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada rahin berarti
kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang rahin dan setiap

hutang yang menarik manfaat adalah riba. Rasulullah SAW bersabda:

(:VL.J d_\ P C))\.;-\ o\j)) LQ }é_; ik j-;' f};’f}{

Artinya:“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”
(HR. Harits bin Abi Usamah).’'

» M. Al Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figih Muamalah), (Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 231.
** Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 111.
31 0
Ibid.,108.
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Akan tetapi dari kenyataan yang ada di lapangan, rahin telah
merelakan karena benar-benar tidak mengetahui kalau ada sisa atau
kelebihan dari penjualan barang jaminan, meskipun hanya secara lisan.
Sesuai dengan firman Allah dalam surat a/-Nisa ayat 29 :

z
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha
penyayang kepadamu”.>* (QS. a/-Nisa :29)

Berdasarkan hal di atas, menurut analisis penulis tindakan murtahin
yang tidak memberikan sisa hasil penjualan barang jaminan kepada rahin
bertentangan dengan hukum Islam karena kelebihan harga barang jaminan
tersebut milik rahin jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada rahin
berarti kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang rahin dan setiap

hutang yang menarik manfaat adalah riba. Tindakan murtahin tersebut

sama juga dengan mengambil harta dengan jalan yang batil.

C. Pemeliharaan Barang Gadai
Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi
terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan

mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-

*Departemen Agama RI, Al-qur’an dan..., 83.
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prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk
muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang
sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu
sendiri. Disisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan
bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam
khazanah fiqih klasik.

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus
mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul
tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang
di syari’atkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran
yang kaku dan sempit. Melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis,
yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama
tidak bertentangan dengan nash al- Quran dan sunnah.*

Status barang gadai selama berada di tangan murtahin adalah sebagai
amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi
amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada
kesalahan prosedur dalam perawatan, maka murtahin tidak berkewajiban
untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya rahin itu mensyaratkan agar
murtahin memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja,
maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi. Sesuai dengan

firman Allah SWT Surat a/-Nisa’ ayat 58:

33 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 5.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”(QS. a/-Nisa’: 58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang jaminan itu merupakan
titipan atau amanah yang harus dijaga dengan baik karena itu merupakan
amanah.

Barang jaminan tentu saja butuh perawatan atau penjagaan agar
barang jaminan itu tidak rusak agar nilai dari barang jaminan tersebut tetap
terjaga. Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaaan barang
gadai. Ulama Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan
barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut
merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara rahin dan murtahin
, yakni rahin yang memberikan pembiayaan dan murtahin yang berhubungan
dengan penjagaan.”*

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya
sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan

tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan di izinkan oleh maka biaya

** Jjuslearn “Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan

Figh Muamalah”, dalam https://aecyogy.wordpress.com/tag/pemeliharaan-barang-gadai/ diakses
tanggal 10 juni 2015.
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pemeliharaan jatuh pada murtahin.*

Praktik tindakan murtahin  ini tentu saja bukan tanpa sebab
melakukan tindakan seperti itu. Adapun alasan yang melatar belakangi atas
tindakan murtahin adalah karena mereka tidak memahami bahwa sisa hasil
dari penjualan barang jaminan adalah milik rahin bukan sepenuhnya milik
murtahin. Mereka berasumsi bahwa dari sisa hasil penjualan barang tersebut
adalah miliknya®® karena itu merupakan upah atau ongkos untuk menjual
barang jaminan tersebut dan sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan.

Murtahin ini beranggapan bahwa sisa hasil penjualan barang jaminan
adalah miliknya karaena merupakan biaya perawatan atau pemeliharaan
barang. Padahal barang gadai yang digadaikan rahin ini tidak terlalu
membutuhkan biaya perawatan karena merupakan benda mati. Kalaupun
membutuhkan biaya perawatan maka biaya itu harus sesuai dengan yang
dikeluarkannya.sebagaimana yang dinyatakan hadits Nabi Muhammad
SAW.
e85 o g et Jo o Jtg J6 D6 W g St ol 02
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Artinya:“Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki(oleh orang
yang menerimah gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya).
Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh
yang menerimah gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya).

3 Muhammad Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 17.
*® Hidayat (Murtahin), Wawancara, Gresik 03 Juni 2015.
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Kepada yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya
perawatannya”.”’(HR. al-Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bila barang gadai itu perlu perawatan maka
murtahin boleh meminta biaya perawatan tapi harus sewajarnya atau sesuai
biaya yang sudah dikeluarkan oleh murtahin.

Berdasarkan masalah di atas, penulis menganalisis bahwa meminta
biaya perawatan barang gadai kepada rahin itu dibolehkan tapi harus
sewajarnya atau sesuai biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang gadai.
Jadi bila alasanya untuk biaya perawatan itu diperbolehkan tapi jangan lebih
dari yang dikeluarkan. jika tindakan murtahin ini mengambil keuntungan

dengan cara yang batil atau tidak sewajarnya, maka tindakan seperti itu jelas

tidak dibolehkan.

D. Respon Rahin atas Tindakan Murtahin

Pada umumnya proses gadai yang terjadi di Desa Karangankidul
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ini dilakukan dengan cara tradisional.
Hal ini sudah menjadi kebisaaan masyarakat di daerah tersebut. Proses gadai
yang dilakukan oleh masyarakat, hanya dilakukan secara lisan antara pihak
rahin (orang yang menggadaikan tanah) dan murtahin (penerima gadai), hal
ini dapat menimbulkan masalah antar masyarakat sebagai pihak rahin dan
murtahin.

Dalam praktik gadai yang mereka lakukan, gadai dilakukan tidak

secara tertulis namun hanya berasaskan pada kepercayaan antara yang

*” Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomer 2329.
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menggadaikan barang dan yang memberikan pinjaman barang, selain itu
gadai yang dilakukan tidak ada saksi yang menyaksikan proses akad gadai.
Model gadai semacam ini dapat menimbulkan masalah dalam lapisan
masyarakat, karena sistem gadai yang tidak mempunyai bukti sebagai bagian
penguat.

Pada saat jatuh tempo murtahin menyuruh rahin untuk melunasi
hutangnya, tapi ternyata rahin tidak bisa melunasinya, dikarenakan belum
cukup memiliki vang. Rahin meminta kelonggaran jangka waktu lagi untuk
melunasi hutangnya tapi murtahin tidak bisa mengabulkan permintaan rahin,
karena murtahin juga membutuhkan uang untuk keperluannya.’® Maka
sebagai jalan penyelesaiannya adalah dengan menjual barang jaminan
sebagai pengganti pelunasan hutang. Sedangkan proses penjualan barang
tersebut tidak melalui pelelangan, tetapi penjualan barang gadai dilakukan
menurut kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut atau atas kesepakatan
kedua belah pihak (murtahin dan rahin).

Barang jaminan yang telah terjual ternyata nilainya lebih tinggi dari
hutang rahin tapi kelebihan ini tidak diberikan kepada rahin. Dari kelebihan
itu murtahin mengambil semua hasil kelebihan barang yang dijual tanpa
memberitahukan kepada rahin. Sikap murtahin yang seperti itu bisa
membuat rahin merasa ditipu dan menimbulkan rasa kekecewaan terhadap
murtahin. Karena barang rahin sudah terlanjur dijual sebagai jaminan dan

hasilnya sebagai pelunasan hutang, maka membuat rahin merelakannya.

* Ropi’i (Rahin), Wawancara, Gresik 03 Juni 2015.
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Sebelum barang jaminan dijual, rahin sudah merelakan barangnya
dijual karena dengan menjual barang jaminan itu, hutang rahin kepada
murtahin bisa terlunasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-

Quran surat a/-Nisa’ ayat 29:

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.(QS. al-Nisa’: 29)*°

Dari tindakan murtahin yang seperti itu respon rahin biasa saja
soalnya rahin tidak mengetahui akan kelebihan tersebutmurtahin tidak
memberitahukan tentang hasil penjualan barang jaminan. Dan karena
masyarakat sudah kebiasaan beranggapan bahwasannya orang yang
menggadaikan barang dan tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang
jaminan tersebut langsung otomatis menjadi hak murtahin*® Secara tidak
langsung rahin merelakannya karena pada waktu mau menjual barang
jaminan rahin merelakan barang jaminan tersebut sebagai pelunasan
hutangnya meskipun murtahin mengambil sisa kelebihan dari penjualan
barang jaminan.

Berdasarkan masalah di atas dapat diketahui bahwa tindakan

murtahin tidak diperbolehkan karena kebiasaan yang dilakukan murtahin

*Departemen Agama R, A/-qur’an dan..., 83
“Ropi’i (Rahin), Wawancara, Gresik 03 Juni 2015.
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adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan dan tidak dapat digunakan

sebagai acuhan hukum walaupun rahin sudah merelakannya.
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